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Ganti Rugi Tanah Yang Tidak Tercapai  Kesepakatan Antara Pemilik Dan Panitia 
Pelaksana. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.2016 Halaman 
88  Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di 
dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan 
pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa 
tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara 
yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik 
yang telah di kuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak hak 
lainnya menurut UUPA. Proses pembebasan tanah tidak akan pernah lepas dengan 
adanya masalah ganti rugi, maka perlu diadakanpenelitian terlebih dahulu 
terhadap segala keterangan dan data data yang diajukan dalam mengadakan 
taksiran pemberian ganti rugi. Apabila telah tercapai suatu kesepakatan mengenai 
bentuk dan besarnya ganti rugi, maka baru dilakukan pembayaran ganti rugi 
kemudian dilanjutkan dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang 
bersangkutan. 
 






Problems of land acquisition is very vulnerable in handling, because it concerns 
the livelihood of many people, when seen from the government's need for land for 
development purposes, it is understandable that the state land available is limited, 
therefore the only way that can be achieved is by free the land owned by the 
community, both of which had been in control with rights under customary law or 
the rights of others according to the BAL. The land acquisition process will never 
escape with the issue of compensation, it is necessary diadakanpenelitian advance 
of any information and data submitted data in procuring indemnity estimates. If it 
has reached an agreement on the form and amount of compensation, then the 
newly made compensation payments followed by the release of rights over the 
land in question. 
 






1.  PENDAHULUAN 
Hak atas tanah memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk 
memakai suatu bidang tanah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan tertentu. 
Sedangkan tujuan pemakaian tanah pada hakekatnya adalah, pertama untuk 
diusahakan, misalnya untuk pertanian, perkebunan, perikanan,peternakan dan 
kedua, tanah dipakai sebagai tempat membangun, misalnya bangunn gedung, 
lapangan, jalan, dan lain-lain.
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Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di 
dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan 
pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa 
tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara 
yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik 




Proses pembebasan tanah tidak akan pernah lepas dengan adanya masalah 
ganti rugi, maka perlu diadakanpenelitian terlebih dahulu terhadap segala 
keterangan dan data data yang diajukan dalam mengadakan taksiran pemberian 
ganti rugi. Apabila telah tercapai suatu kesepakatan mengenai bentuk dan 
besarnya ganti rugi, maka baru dilakukan pembayaran ganti rugi kemudian 
dilanjutkan dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang bersangkutan. 
Mekanisme musyawarah yang seharusnya menjadi sarana untuk mencari 
jalan tengah dalam menentukan besarnya ganti kerugian seringkali tidak mencapai 
kata sepakat dan karenanya dengan alasan kepentingan umum, maka pemerintah 
melalui panitia pengadaan tanah dapat menentukan secara sepihak besarnya ganti 
rugi dan kemudian menitipkannya ke pengadilan negeri setempat.  
Hal itulah yang kemudian menjadi permasalahan, bahwa yang diterapkan 
dalam Perpres ini berbeda dengan yang di atur dalam KUH Perdata, di mana 
dalam KUH Perdata dapat dilakukan jika sebelumnya terdapat hubungan hukum 
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antara para pihak. Sedangkan dalam Perpres justru sebaliknya, diterapkan disaat 
kesepakatan antara para pihak tidak tercapai, tidak ada hubungan hukum sama 
sekali diantara para pihak tersebut. 
Terungkapnya kasus-kasus berkenaan dengan gugatan terhadap pemerintah 
telah memunculkan rasa tidak aman bagi pemegang hak perorangan atau badan 
hukum yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap hak atas tanah. Masalah 
yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses pelaksanaan 
pelepasan hak atas tanah pembangunan jalan Tol Solo-Kertosono Di Kabupaten 
Ngawi, (2) Hambatan-Hambatan dalam Penetapan Besarnya Ganti Kerugian dan 
Upaya Penyelesaiannya Jalan Tol Ngawi-Solo.  
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Tujuan objektif mendeskripsikan  tentang 
proses pelaksanaan pelepasan hak atas tanah pembangunan jalan Tol Solo-
Kertosono Di Kabupaten Ngawi, serta Hambatan-Hambatan dalam Penetapan 
Besarnya Ganti Kerugian dan Upaya Penyelesaiannya Jalan Tol Ngawi-Solo. (2) 
Tujuan subjektif, menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis 
terhadap penerapan teori-teori yang penulis peroleh selama menempuh kuliah 
dalam mengatasi masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat.  Selain itu, 
untuk mengembangkan daya penalaran dan daya pikir penulis agar dapat 
berkembang sesuai dengan bidang penulis. Selain itu juga untuk  memperoleh 
data  yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat 
untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Manfaat teoritis, 
mengembangkan pengetahuan dibidang hukum perdata, memberikan sumbangan 
referensi bagi pengembangan ilmu hukum yaitu hukum perdata dan hukum 
agraria. (2) Manfaat praktis, mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, 
dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menetapkan ilmu 
yang diperoleh. Di samping itu, memberikan sumbangan pemikiran dan wacana 
yang luas bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini, untuk melatih 
penulis dalam mengungkapkan masalah tertentu secara sistematis dan berusaha 
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memecahkan masalah yang ada dengan metode ilmiah yang menunjang 
pengembangan ilmu pengetahan yang penulis dapat selama perkuliahan. 
 
2.  METODE PENELITIAN  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang 
bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer ialah bahan-bahan buku 
yang mengikat, terdiri dari norma dasar yaitu Pancasila, peraturan dasar yaitu 
Undang-undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan dan data sekunder 
ialah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan 
dokumentasi yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang 
biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti. Metode 
pengumpulan data menggunakan teknik Studi Kepustakaan (Library Research) 
dan Studi Lapangan (Field Research) yaitu dengan observasi dan wawancara 
(interview). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Proses Pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah Pembangunan Jalan Tol 
Solo-Kertosono Di Kabupaten Ngawi Menurut Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012 
Undang-Undang No 2 Tahun 2012 merupakan undang-undang yang 
ditunggu tunggu, peraturan perundang-undangan yang sebelumnya dianggap 
belum memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang kehilangan tanahnya. 
Undangundang ini diharapakan pelaksanaannya dapat memenuhi rasa keadilan 
setiap orang yang tanahnya direlakan atau wajib diserahkan bagi pembangunan. 
Pengertian Pengadaan Tanah menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 
adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang 
layak dan adil kepada pihak yang berhak.
3
 
Dilihat dari isi pasal tersebut diketahui bahwa dalam hal pengadaan tanah 
oleh pemerintah harus dengan cara memberi ganti kerugian yang layak. Dalam 
pasal 11 disebutkan “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya 
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selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah Dalam hal Instansi 
yang memerlukan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 adalah Badan Usaha Milik Negara, tanahnya menjadi 
milik Badan Usaha Milik Negara”.4  
Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah ini 
hanya boleh dilakukan oleh pemerintah dan tanahnya juga dimiliki oleh 
pemerintah. Mekanisme pengadaan tanah menurut Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012 dibagi atas beberapa tahapan yakni:
5
 
Pertama, perencanaan. Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan 
Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk 
dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat: (1) Maksud 
dan tujuan rencana pembangunan; (2) Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang 
Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah; (3) Letak tanah; (4) 
Luas tanah yang dibutuhkan; (5) Gambaran umum status tanah; (6) Perkiraan 
waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; (7) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan 
pembangunan; (8) Perkiraan nilai tanah; dan (9) Rencana penganggaran. 
Kedua, persiapan. Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah 
provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan: (1) Pemberitahuan rencana 
pembangunan; (2) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan (3) 
Konsultasi Publik rencana pembangunan Pemberitahuan rencana pembangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disampaikan kepada masyarakat 
pada rencana lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, baik langsung 
maupun tidak langsung. 
Ketiga, pelaksanaan. Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk 
Kepentingan Umum, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan 
Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan. Pelaksanaan Pengadaan Tanah 
sebagaimana dimaksud diatas meliputi: (1) Inventarisasi dan identifikasi 
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yakni berisi tentang 
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pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah serta pengumpulan data Pihak 
yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah, (2) Penilaian Ganti Kerugian, dalam 
hal penilaian ganti kerugian, lembaga pertanahan menetapkan penilai sesuai 
undang-undang yang berlaku. Penilai ini bertugas untuk melakukan penilaian 
besaran ganti kerugian bidang per bidang tanah yang meliputi: (a) Tanah; (b) 
Ruang atas tanah dan bawah tanah; (c) Bangunan; (d) Tanaman; (e) Benda yang 
berkaitan dengan tanah; dan/atau, (f) Kerugian lain yang dapat dinilai,  
(3) Musyawarah penetapan Ganti Kerugian. Lembaga Pertanahan melakukan 
musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) 
hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga 
Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian.  Dalam 
hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, 
Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri 
setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah 
musyawarah penetapan Ganti Kerugian. 
Selanjutnya, (4) Pemberian Ganti Kerugian, pada saat pemberian Ganti 
Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib: (a) Melakukan 
pelepasan hak; dan (b) Menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek 
Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga 
Pertanahan, (5) Pelepasan tanah Instansi. Pelepasan Objek Pengadaan Tanah 
untuk Kepentingan Umum yang dikuasai oleh pemerintah atau dikuasai/dimiliki 
oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah tidak diberikan Ganti 
Kerugian, kecuali: (a) Objek Pengadaan Tanah yang telah berdiri bangunan yang 
dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan; (b) Objek 
Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan 
Usaha Milik Daerah; dan/atau (c) Objek Pengadaan Tanah kas desa, (6) 
Penyerahan hasil. Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil Pengadaan Tanah 
kepada Instansi yang memerlukan tanah setelah: (a) Pemberian Ganti Kerugian 
kepada Pihak yang Berhak dan Pelepasan Hak telah dilaksanakan; dan/atau, (b) 
Pemberian Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri. Instansi yang 
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memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah 
dilakukan serah terima hasil Pengadaan Tanah.
 6
 
Mekanisme hingga tercapainya pembayaran ganti kerugian dalam 
pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Ngawi – Solo ini dibagi kedalam 9 
(sembilan) tahapan, yaitu:
7
 Sosialisasi, Pematokan Rute of Way (ROW), 
Pengukuran ricikan, Inventarisasi bangunan dan tanaman, Pengumuman hasil 
ukur, Musyawarah harga, Pembayaran ganti rugi, Pelepasan hak, dan Sertifikasi. 
 
Hambatan-Hambatan dalam Penetapan Besarnya Ganti Kerugian dan 
Upaya Penyelesaiannya Jalan Tol Ngawi-Solo 
Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam 
pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Ngawi-Solo adalah hambatan yang 
berasal dari masyarakat pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman serta 
benda-benda yang berkaitan dengan tanah adalah kurangnya kesadaran 
masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan kurang pemahaman 
terhadap arti kepentingan umum, fungsi sosial hak atas tanah, akibat kurangnya 
pemahaman mengenai rencana dan tujuan pembangunan proyek tersebut yang 
sebelumnya telah dilakukan penjelasan dan penyuluhan dari Panitia Pengadaan 
Tanah. 
 Adanya perbedaan pendapat serta keinginan dalam menentukan bentuk dan 
besarnya ganti kerugian antara pemegang hak yang satu dengan pemegang hak 
yang lainnya terjadi karena pemilik tanah cenderung mementingkan kepentingan 
individual atau nilai ekonomis tanah.
8
  
Hal tersebut sangat menghambat kerja panitia dalam pelaksanaan pemberian 
ganti kerugian karena sulitnya mencapai kesepakatan dalam musyawarah yang 
berlarut-larut. Secara tidak langsung hal ini juga menunda pembangunan jalan tol 
Ngawi-Solo. Penyelesaian hambatan tersebut dilakukan dengan adanya peran aktif 
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dari instansi yang memerlukan tanah dengan melakukan pendekatan kepada 
pemegang hak yang bersikeras tidak mau melepaskan tanahnya karena tidak 
setuju dengan hasil musyawarah dan tidak setuju dengan pembangunan jalan tol 
Ngawi-Solo. Dari berbagai kendala di atas dapat diketahui bahwa masalah utama 
pengadaan tanah jalan tol Ngawi-Solo adalah terletak pada besarnya ganti 
kerugian. Di satu sisi pihak pemilik/yang menguasai tanah menginginkan 
besarnya ganti kerugian yang jauh lebih tinggi dari harga pasar setempat, 
sementara di sisi lain Tim Pengadaan Tanah tidak dapat memberikan harga 
melebihi hasil survey Tim Apraissal. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa 
di dalam kalangan warga sendiri terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok 
yang menerima penawaran ganti kerugian dan kelompok yang menolak 
penawaran ganti kerugian dari Tim Pengadaan Tanah.
9
  
Melihat kondisi yang demikian, Pemerintah melalui Panitia Pengadaan 
Tanah yang dibentuknya lebih memprioritaskan penyelesaian melalui 
musyawarah daripada jalur hukum. Dalam kenyataannya menunjukkan bahwa 
pemberian ganti kerugian berupa uang dirasakan masih kurang adil bagi para 
pemegang hak atas tanah yang diambil tanahnya, hal ini disebabkan Nilai Jual 
Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar penghitungan besarnya ganti 
kerugian tidak mencerminkan nilai tanah yang sebenarnya dari tanah tersebut. 
Oleh karena itu, penentuan nilai tanah didasarkan pada nilai pengganti yang 
ditetapkan oleh Tim Apraissal yang hasil akhirnya dapat dimanfaatkan untuk 
memperoleh tanah dan bangunan yang semula dimiliki oleh yang bersangkutan 
atau mampu menghasilkan pendapatan yang sama sebelum tanah tersebut diambil 
alih. Oleh karena belum semua warga menyepakati nilai ganti rugi, maka masalah 
pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah mengalami hambatan yang 
serius. 
Hambatan-hambatan yang berasal dari masyarakat pemegang hak atas 
tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah 
adalah kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk berperan serta dalam 
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pembangunan dan kurangnya pemahaman terhadap artinya kepentingan umum, 
fungsi sosial hak atas tanah, akibat kurangnya pemahaman mengenai rencana dan 
tujuan pembangunan proyek tersebut yang sebelumnya telah dilakukan penjelasan 
dan penyuluhan dari Panitia Pengadaan Tanah.
10
 Adanya perbedaan pendapat 
serta keinginan dalam menentukkan bentuk dan besarnya ganti rugi antara 
pemegang hak yang satu denga pemegang hak lainnya terjadi karena pemilik 
tanah cenderung mementingkan kepentingan individual atau nilai ekonomis dari 
tanah.  
Hal tersebut sangat menghambat kerja panitia dalam pelaksanaan pemberian 
ganti rugi karena sulitnya mencapai kesepakatan dalam setiap pelaksanaan 
musyawarah. Penyelesaian hambatan tersebut dilakukan dan adanya peran aktif 
dari instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan melakukan pendekatan-
pendekatan kepada pemgang hak yang bersikeras tidak mau melepaskan hak atas 
tanahnya karean tidak setuju dengan rute jalan tol tersebut. Berdasarkan berbagai 
kendala di atas dapat diketahui bahwa konsentrasi permasalahan pengadaan tanah 
(melalui pelepasan atau penyerahan hak) terletak pada besarnya ganti rugi. Di satu 
sisi pihak pemilik/yang menguasai tanah menginginkan besarnya ganti-rugi sesuai 
dengan harga pasar setempat, sementara di sisi lain masih terbatasnya dana 
Pemerintah yang tersedia untuk pengadaan tanah. Berdasarkan hal tersebut wajar 
apabila banyak warga yang tidak menerima nilai ganti rugi yang ditawarkan 
pemerintah. Di dalam kalangan warga sendiri terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, 
yaitu kelompok yang menerima penawaran ganti rugi dan kelompok yang 
menolak penawaran ganti rugi dari pemerintah. 
Sebenarnya, harga yang ditawarkan oleh panitia pengadaan tanah sudah 
melebihi dari harga pasaran. Harga tanah di Klitikan, untuk pekarangan Rp100 
ribu per meter persegi dan sawah Rp50 ribu per meter persegi, sedangkan yang 
ditawarkan oleh P2T adalah Rp275 ribu/M2 untuk sawah dan Rp450 
ribu/M2untuk pekarangan. Warga Badean yang bangunan rumahnya terkena 
proyek jalan tol, Sarwan, mengatakan, belum tahu kalau sudah ditempuh jalan 
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konsinyasi karena saya juga belum dapat surat pemberitahuan. Ia mengatakan, 
belum menyepakati harga yang ditawarkan oleh panitia pengadaan tanah (P2T) 
Kabupaten Ngawi karena belum ada kecocokan mengenai harga ganti rugi, oleh 
sebab itu penentuan nilai tanah didasarkan pada nilai pengganti yang ditetapkan 
oleh Pejabat Penilai Tanah yang hasil akhirnya dapat dimanfaatkan untuk 
memperoleh tanah dan bangunan yang semula dimiliki oleh yang bersangkutan 





4.  PENUTUP 
Kesimpulan 
Pertama, mekanisme hingga tercapainya pemberian ganti kerugian dalam 
pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Kertosono di 
kota Ngawi dibagi kedalam sembilan tahapan yaitu: Sosialisasi, pematokan Rute 
Of Way, Pengukuran ricikan, Inventarisasi bangunan dan tanaman, Pengumuman 
hasil ukur, Musyawarah harga, Pembayaran ganti rugi, Pelepasan Hak dan 
Sertifikasi.  
Kedua, faktor-faktor penyebab belum selesainya pemberian ganti kerugian 
pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Kertosono yang ada di 
Kelurahan Baderan, Pojok, Keniten dan Klitikan adalah karena adanya Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) Mabrur Taufiq yang memengaruhi warga untuk tidak 
menerima keputusan pemerintah bahwa rute jalan tol Semarang-Solo, hambatan 
dari warga yang menghendaki pengukuran ulang tanah karena mereka belum bisa 
menerima hasil ukur yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dan hambatan dari 
tanah milik Perhutani yang memerlukan pengurusan ijin dari Institusi Perhutani 
yang memrlukan waktu, warga yang meminta pengecekan ualang harga bangunan, 
dan hambatan karena adanya Kantor Kelurahan dan Balai Kelurahan yang terkena 
pengadaan tahan untuk pembangunan jalan tol Solo-Kertosono.  
Ketiga, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian 
dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Kertosono 
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adalah karena adanya perbedaan pendapat serta keinginan dalam menentukan 
bentuk dan besarnya ganti kerugian antara pemegang hak yang satu dengan yang 
lainnya terjadi karena pemilik tanah cenderung mementingkan kepentingan 
individual atau nilai ekonomis tanah. Penyelesaian hambatan tersebut dilakukan 
dengan adanya peran aktif dari instansi yang memerlukan tanah dengan 
melakukan pendekatan kepada pemegang hak yang bersikeras tidak mau 
melepaskan tanahnya karena tidak setuju dengan hasil musyawarah dan tidak 
setuju dengan pembangunan jalan tol Solo-Kertosono. 
 
Saran 
Pertama, khusus untuk pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan 
jalan tol Solo-Kertosono yaitu perlu adanya suatu pendekatan yang lebih intensif 
dari panitia pengadaan tanah terhadap para pemegang hak atas tanah, bangunan, 
tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah sehingga musyawarah 
dapat lebih efektif, dan dapat menghindari konsinyasi. Jika ternyata musyawarah 
tidak berhasil memperoleh kesepakatan, sebaiknya upaya yang dilakukan adalah 
pencabutan hak atas tanah daripada menggunakan konsinyasi yang tidak sesuai 
dengan asas-asas yang berlaku mengenai penguasaan tanah dan perlindungan 
hukum yang diberikan oleh Hukum Tanah Nasional. 
Kedua, untuk pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum 
lainnya, untuk meningkatkan adanya proses pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum di kemudian hari perlu adanya suatu persiapan yang lebih matang, baik 
berupa pelatihan, orientasi maupun seminarseminar agar panitia dapat memahami 
tugas, tanggung jawab dan perannya sehingga Pengadaan Tanah dapat dilakukan 
dengan lebih baik oleh Panitia Pengadaan Tanah dalam memahami Perpres No. 65 
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum dan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Perpres No. 65 
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